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PRAKATA

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara, khususnya dalam membiayai pembangunan dan 

menjalankan fungsi-fungsi negara. Sebagai sumber utama penerimaan 
negara, perpajakan berkontribusi besar terhadap penyediaan infrastruktur, 
layanan publik, serta program-program sosial yang dibutuhkan masyara-
kat. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep dan praktik perpajakan 
menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap warga negara, terlebih dalam era 
transparansi dan akuntabilitas saat ini.

Perubahan yang terus berlangsung dalam sistem perpajakan, baik 
secara regulasi maupun teknis, menuntut adanya pembaruan pengetahuan 
dan pemahaman yang berkelanjutan. Reformasi perpajakan yang telah 
dilakukan sejak tahun 1983—sekarang menunjukkan upaya serius peme-
rintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan 
modern. Penerapan sistem self-assessment, digitalisasi layanan pajak, serta 
keterlibatan Indonesia dalam kerja sama global seperti Automatic Exchange 
of Information (AEoI) merupakan contoh nyata dari dinamika tersebut.

Pemahaman yang komprehensif terhadap perpajakan tidak hanya 
diperlukan oleh petugas pajak, tetapi juga oleh mahasiswa, pelaku usaha, 
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akademisi, dan masyarakat umum. Literasi perpajakan yang kuat akan 
mendorong kesadaran dan kepatuhan yang tinggi, yang pada akhirnya 
berdampak positif terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan pemba-
ngunan. Melalui pendekatan yang sistematis, berbagai konsep dan regulasi 
perpajakan perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, tetapi tetap 
akurat agar dapat dipahami oleh semua kalangan.

Materi ini disusun sebagai bentuk kontribusi dalam memperkuat 
pengetahuan di bidang perpajakan, dengan harapan dapat menambah 
wawasan, meningkatkan pemahaman, dan menumbuhkan sikap kritis 
terhadap kebijakan fiskal yang sedang berjalan. Selain itu, diharapkan 
juga dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam proses pembelajaran 
maupun pelaksanaan kewajiban perpajakan secara nyata di masyarakat. 
Semoga keberadaannya dapat turut memperkuat budaya sadar pajak 
sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif membangun Indonesia yang 
lebih baik.
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BAB I
KONSEP DASAR  

PERPAJAKAN

Definisi Pajak
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan, 
bahkan jumlahnya cenderung lebih besar dibandingkan sumber penda-
patan lainnya. Hal ini tecermin dalam struktur Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN), di mana sektor perpajakan menjadi kontributor 
terbesar dalam penerimaan negara. Pajak tidak hanya berpengaruh terha-
dap penerimaan negara, tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan 
pemerintah daerah. Kontribusi tersebut mencakup Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dan pendapatan daerah lainnya sesuai dengan prinsip 
otonomi daerah.

1



Terdapat berbagai sudut pandang dari para ahli yang menjelaskan 
pengertian dan konsep pajak secara luas dan beragam, sebagaimana dije-
laskan berikut ini.
1.	 Pendapat Mardiasmo

Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran wajib yang harus diba-
yarkan oleh warga negara. Meskipun bersifat koersif karena mengikuti 
ketentuan hukum, pembayaran pajak tidak secara langsung menim-
bulkan ketidakseimbangan dan digunakan oleh pemerintah untuk 
memperoleh manfaat secara maksimal. Pajak merupakan pembayaran 
wajib yang tidak disertai imbalan langsung dan harus dibayarkan 
kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana 
yang diperoleh dari pajak digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan 
kepentingan negara.

2.	 Pendapat Suandy
Menurut Suandy (2014), pajak adalah kontribusi finansial yang wajib 
disetorkan oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah. 
Definisi ini menekankan adanya unsur pemaksaan karena pembayaran 
pajak bukan merupakan hasil kesepakatan antara wajib pajak dan 
pemerintah. Sebaliknya, pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan 
oleh pemerintah berdasarkan norma atau hukum yang berlaku umum.

3.	 Pendapat Soemitro
Menurut Soemitro (1998), pajak adalah transfer kekayaan yang diatur 
secara hukum dan bersifat paksa dari sektor swasta ke sektor publik 
yang tidak melibatkan pembayaran langsung. Pajak berfungsi sebagai 
sarana pendanaan belanja publik serta instrumen untuk mencapai 
tujuan lain di luar sektor keuangan.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dijelaskan, dapat disim-
pulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan 
oleh individu atau badan kepada negara. Pembayaran ini dilakukan tanpa 
imbalan langsung dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. Pajak bersifat memaksa dan bertujuan untuk membiayai penge-
luaran publik serta mencapai tujuan lain di luar bidang keuangan. Pajak 
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BAB II
SEJARAH PERPAJAKAN

Sejarah Pajak Sebelum Masehi
Sejak Era Firaun, pajak secara historis telah menjadi kutukan bagi banyak 
orang. Hal ini menandakan bahwa sejarah perpajakan berasal dari 
zaman tersebut. Subjek pajak telah mendominasi sejarah umat manusia. 
Dinyatakan bahwa kebutuhan masyarakat manusia untuk bersosialisasi dan 
saling bergantung menyebabkan terciptanya pajak. Cara hidup seperti ini 
mengakibatkan suatu negara membutuhkan sumber daya untuk membiayai 
pengeluaran sehari-hari, terutama pada saat konflik. Peperangan merupa-
kan hal biasa pada saat itu. 

Menurut Mustaqiem (2014: 2), sejarah perpajakan terus mengalami 
perkembangan dari masa ke masa di berbagai negara. Beberapa di anta-
ranya dapat dijelaskan sebagai berikut.
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1.	 Pajak di masa Mesir
Sejauh pengetahuan yang dimiliki masyarakat masa kini, praktik 
perpajakan telah dikenal sejak zaman Mesir kuno. Pada masa peme-
rintahan para Firaun, pemungut pajak dikenal dengan sebutan Ahli 
Taurat. Mereka bahkan dikenai pajak atas penggunaan minyak goreng. 
Untuk memastikan tidak terjadi penghindaran pajak, para juru tulis 
melakukan audit terhadap rumah tangga guna memverifikasi jumlah 
minyak goreng yang digunakan. Namun, minyak goreng bekas tidak 
dikenai pajak. Tentu saja, proses audit pada masa itu sangat berbeda 
dengan sistem audit modern saat ini. Metode pengumpulan pajak 
yang digunakan kala itu kini hanya dapat diketahui melalui kajian 
para sejarawan dan antropolog.

2.	 Pajak di masa Yunani
Pada masa perang, bangsa Athena memberlakukan pajak Eisphora 
untuk membiayai kebutuhan konflik. Selama periode tersebut, seluruh 
warga negara wajib membayar pajak ini tanpa pengecualian; tidak ada 
pihak yang diberikan keistimewaan berupa pembebasan pajak. Setelah 
perang berakhir, warga diperbolehkan mengajukan permohonan resti-
tusi pajak yang dananya akan dicari oleh fiskus dari sumber-sumber 
tambahan. Namun, belum ada kepastian apakah restitusi tetap berlaku 
apabila pasukan Athena mengalami kekalahan dalam pertempuran.

Selain Eisphora, bangsa Athena juga memungut metoikion yaitu 
pajak bulanan yang dikenal sebagai pajak suara atau pajak tol. Pajak 
ini dikenakan kepada warga asing, yaitu orang-orang yang lahir dari 
orang tua nonpenduduk Athena. Besaran pajak ditetapkan berbeda 
menurut jenis kelamin, yaitu satu drakhma untuk laki-laki dan sete-
ngah drakhma untuk perempuan.

3.	 Pajak di masa Romawi
Portoria atau bea masuk atas aktivitas impor dan ekspor merupakan 
sistem pajak pertama yang diterapkan di Roma. Dalam sejarah perpa-
jakan Romawi, Kaisar Augustus dikenal sebagai sosok ahli strategi. 
Pada masa pemerintahannya, peran publicani sebagai pemungut pajak 
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BAB III
TEORI PERPAJAKAN

Teori Asuransi
Kata Belanda assurantie yang dalam hukum Belanda disebut sebagai verze-
kering merupakan asal kata dari “asuransi”. Istilah assuradeur digunakan 
untuk menyebut penjamin, sedangkan geassureerde merujuk pada tertang-
gung. Kedua istilah tersebut berasal dari kata assurantie. Secara umum, 
asuransi diartikan sebagai suatu bentuk jaminan. Dalam bahasa Indonesia, 
istilah asuransi sering digunakan sebagai sinonim dari kata verzekering 
(Muhammad, 2004: 26).

Dengan kata lain, asuransi adalah kontrak yang ditandatangani oleh 
tertanggung (pemegang polis) dan penanggung (sering kali perusahaan 
asuransi). Dalam hal tertanggung menderita kerugian, kerusakan, atau 
kerugian yang ditanggung oleh polis asuransi maka penanggung bersedia 
membayar ganti rugi. Perlindungan terhadap tanggung jawab hukum 
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pihak ketiga tertanggung adalah manfaat lain dari asuransi. Artinya, polis 
asuransi dapat memberikan perlindungan finansial jika tertanggung berada 
dalam situasi di mana ia bertanggung jawab secara hukum kepada pihak 
ketiga (Didin, 2009: 5).

Karena pemerintah melindungi hak-hak masyarakat, pajak diibaratkan 
premi asuransi yang harus dibayar setiap orang. Hal ini sejalan dengan 
Teori Asuransi. Menurut teori ini, pajak ibarat premi asuransi di mana 
negara bertindak sebagai penanggung dalam kontrak asuransi dan wajib 
pajak bertindak sebagai tertanggung (Soemitro, 1992: 29).

Kinerja dan kontra-kinerja berhubungan langsung dalam perjanjian 
asuransi. Kemampuan tertanggung untuk membayar premi secara lang-
sung memengaruhi kemampuannya untuk mendapatkan kompensasi 
jika terjadi kerugian. Namun, kewajiban untuk memberikan kompensasi 
jika terjadi kerugian menyeimbangkan hak penanggung untuk menagih 
premi. Namun pada kenyataannya, negara tidak menawarkan kompensasi 
langsung kepada korban kemalangan atau kehilangan. Tidak ada manfaat 
pajak yang jelas dan dapat ditentukan. Karena banyaknya kekurangan ini, 
teori ini akhirnya dibatalkan.

Teori Asuransi menyamakan pajak dengan premi asuransi, di mana 
wajib pajak dianggap sebagai tertanggung yang membayar premi kepada 
negara sebagai penanggung. Teori ini mengusulkan bahwa pembayaran 
pajak oleh warga negara adalah imbalan atas perlindungan hak-hak mereka 
oleh pemerintah, mirip dengan bagaimana tertanggung membayar premi 
untuk mendapatkan ganti rugi dari penanggung dalam perjanjian asuransi.

Namun, perbedaan mendasar terletak pada kenyataan bahwa 
hubungan antara pembayaran pajak dan manfaat yang diterima tidak 
sejelas dalam kontrak asuransi, di mana ada imbalan langsung yang dapat 
diidentifikasi. Kelemahan utama dari Teori Asuransi adalah bahwa negara 
tidak memberikan ganti rugi secara langsung atas kerugian individu seperti 
yang dilakukan dalam sistem asuransi. 

Pajak tidak memberikan imbalan yang langsung dan spesifik kepada 
pembayar pajak sehingga tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan 
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BAB IV
DASAR, PRINSIP,  

DAN ASAS PERPAJAKAN

Dasar Hukum dan Peraturan Perpajakan
Pajak bersifat wajib, artinya setiap orang atau badan yang telah sah dite-
tapkan sebagai wajib pajak wajib membayar pajak sesuai dengan pera-
turan perundang-undangan terkait. Karena aturan tersebut bersifat wajib, 
pemerintah harus membuat landasan hukum agar semua pihak dapat 
mematuhinya, mempertanggungjawabkannya, menjamin keamanan, dan 
kekuatan pelaksanaannya. 

Pajak merupakan beban masyarakat, terdapat landasan filosofis dalam 
pembentukan undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, persetujuan 
masyarakat terlebih dahulu harus diperoleh untuk penetapan pajak melalui 
proses yang digunakan oleh wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan 
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Rakyat (DPR). Penerapan peraturan perpajakan terkadang memerlu-
kan pengaturan lebih lanjut melalui berbagai bentuk peraturan, padahal 
pengaturan perpajakan dalam bentuk undang-undang sangatlah penting 
(Khalimi, 2020: 20).

Dasar perpajakan telah diatur dalam undang-undang pada pasal 23A 
yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa 
untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang.” Sebagai kelan-
jutan dari pasal tersebut agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan 
sehari-hari, Khalimi (2020: 21—22) menyebutkan bahwa terdapat sembilan 
undang-undang yang menjadi dasar hukum dan mengatur pemungutan 
pajak di Indonesia, yaitu sebagai berikut.
1.	 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 ten-
tang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-
Undang.

2.	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat 
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

3.	 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

4.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan.

5.	 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah menjadi 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

6.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan penyelesaian 
Sengketa Pajak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

7.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 
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BAB V
MACAM-MACAM PAJAK  

DI INDONESIA

Pajak Penghasilan
Suatu jenis pajak yang disebut pajak penghasilan (PPh) dipungut, baik 
terhadap orang pribadi maupun badan hukum berdasarkan uang yang 
mereka hasilkan atau terima selama suatu tahun pajak tertentu. Seluruh 
sumber penghasilan yang diterima selama periode tersebut dikenakan PPh 
yang berlaku, baik bagi perorangan maupun badan usaha (Mangoting, 
2001).

Semacam pajak yang disebut pajak penghasilan dipungut atas uang 
yang diterima, baik oleh orang pribadi maupun badan usaha selama suatu 
masa pajak. Perhitungan pajak penghasilan ini memperhitungkan sejumlah 
sumber pendapatan, antara lain dividen, bunga, pendapatan perusahaan, 
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dan gaji. Tujuan utama pajak penghasilan adalah mengumpulkan uang 
bagi negara untuk mendanai pelayanan publik dan pembangunan. Selain 
itu, mengatur distribusi pendapatan secara lebih adil di masyarakat dengan 
memberlakukan tarif pajak progresif yang meningkat seiring dengan 
tingkat pendapatan.

Selain menjadi sumber pendapatan negara, pajak penghasilan juga 
memiliki fungsi sebagai alat pengendalian inflasi dan penggerak pertum-
buhan ekonomi. Dengan memperhitungkan penghasilan individu dan 
badan usaha, pemerintah dapat mengatur aliran uang dalam masyarakat 
untuk menekan tingkat inflasi. Pajak penghasilan biasanya digunakan 
sebagai instrumen untuk mendorong investasi dan perkembangan usaha 
dengan memberlakukan insentif pajak pada sektor-sektor tertentu guna 
merangsang pertumbuhan ekonomi. 

Terdapat beberapa jenis dari pajak penghasilan sebagai berikut.
1.	 Pajak penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah mekanisme pembayaran pajak 
yang dilakukan secara berkala dalam tahun pajak berjalan. Pajak ini 
dipotong langsung dari penghasilan yang diterima atau diperoleh 
wajib pajak orang pribadi di dalam negeri sehubungan dengan peker-
jaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Menurut Zulaikha (2017: 15—17) 
beberapa objek yang dikenai wajib pajak penghasilan Pasal 21 adalah 
sebagai brikut.
a.	 Karyawan.
b.	 Penerima pesangon, pensiun, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, 

atau jaminan hari tua, termasuk warisannya juga menjadi wajib 
pajak PPh Pasal 21.

c.	 Wajib pajak PPh Pasal 21 dari kategori bukan karyawan yang mene-
rima atau memperoleh penghasilan dari penyediaan jasa. Kelompok 
ini terdiri dari beberapa hal berikut.
1)	 Profesional lepas yang mencakup pengacara, akuntan, arsitek, 

dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
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Bab Vi
MANAJEMEN PERPAJAKAN  

DI INDONESIA

Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Pengusaha Kena 
Pajak
Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, subjek pajak 
adalah orang pribadi atau badan. Namun, perlu disadari bahwa masing-
masing subjek pajak dapat memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. 
Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa subjek pajak meliputi 
orang pribadi, badan usaha, warisan yang belum terbagi sebagai pengganti 
yang berhak, dan bentuk usaha tetap (BUT) yang diperlakukan sama seperti 
badan usaha (Sakti, 2018).

Menurut Khalimi (2020: 72—73) pada dasarnya subjek pajak terbagi 
menjadi dua sebagai berikut.
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1.	 Subjek pajak dalam negeri
Individu atau badan hukum yang termasuk sebagai subjek pajak dalam 
negeri terdiri dari beberapa kategori sebagai berikut.
a.	 Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di 

Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan terma-
suk dalam kategori subjek pajak dalam negeri. Demikian pula, 
orang yang berniat untuk menetap di Indonesia dalam satu tahun 
pajak juga dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri.

b.	 Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, 
kecuali unit tertentu dari instansi pemerintah yang memenuhi 
syarat, seperti didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan; seluruh dananya berasal dari APBN atau APBD; 
pendapatannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat 
atau daerah; serta pembukuannya diawasi oleh aparat pengawas 
fungsional negara.

c.	 Harta warisan yang belum dibagi secara keseluruhan berfungsi 
sebagai pengganti subjek pajak orang pribadi yang berhak atas 
warisan tersebut.

2.	 Subjek pajak luar negeri
Berbeda dengan topik perpajakan dalam negeri, subjek pajak luar 
negeri memiliki sejumlah persyaratan yang harus diperjelas sebagai 
berikut.

a.	 Orang pribadi yang bukan penduduk dan berada di Indonesia 
tidak lebih dari 183 hari dalam setahun serta tidak memiliki badan 
hukum atau kantor tetap di Indonesia, termasuk subjek pajak luar 
negeri. Namun, jika orang tersebut menjalankan usaha melalui 
badan hukum di Indonesia maka penghasilannya tetap dikenai 
pajak di Indonesia.

b.	 Orang pribadi yang bukan penduduk dan tinggal di Indonesia 
kurang dari 183 hari dalam setahun serta tidak memiliki badan 
hukum atau kantor tetap di Indonesia, termasuk subjek pajak 
luar negeri. Mereka tetap dikenakan pajak apabila memperoleh 
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BAB VII
HUKUM PAJAK DAN SISTEMATIKA  

PERPAJAKAN DI INDONESIA

Sistematika Hukum Pajak
Sistematika hukum pajak merujuk pada struktur dan pengaturan hukum 
yang terkait dengan perpajakan dalam suatu negara. Ini mencakup aturan-
aturan yang mengatur pengumpulan, penilaian, dan pembayaran pajak 
oleh wajib pajak, serta prosedur hukum yang terkait dengan penegakan 
aturan perpajakan. Dalam sistematika hukum pajak, terdapat berbagai 
prinsip hukum pajak yang menjadi dasar dalam perumusan dan interpre-
tasi peraturan perpajakan. 

Selain itu, struktur hukum pajak juga mencakup berbagai ketentuan 
tentang jenis-jenis pajak, klasifikasi wajib pajak, prosedur perpajakan, serta 
sanksi hukum bagi pelanggaran aturan perpajakan. Sistematika hukum 
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pajak menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan 
negara untuk memperoleh pendapatan dari pajak dengan hak-hak dan 
kewajiban wajib pajak. Menurut Ziski (2016: 2—3) pembagian hukum 
pajak dibagi menjadi dua sebagai berikut.
1.	 Hukum pajak material

Hukum pajak materiel adalah hukum pajak yang memuat norma-
norma mengenai situasi, tindakan, dan peristiwa hukum yang menjadi 
dasar penentuan pajak, pihak yang wajib membayar pajak, serta 
besarnya pajak. Hukum ini juga mengatur segala hal yang berkaitan 
dengan timbulnya, besarnya, dan penyelesaian utang pajak, termasuk 
hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Pajak material adalah peraturan perundang-undangan perpajakan 
yang mengatur subjek, objek, dan tarif pajak untuk masing-masing 
jenis pajak. Menurut Ayza (2017: 108), undang-undang pajak yang 
termasuk dalam kategori ini merupakan bagian dari hukum pajak 
materiel. Beberapa di antaranya sebagai berikut.
a.	 Pasal 23A UUD RI 1945 mengalami perubahan ketiga yang menya-

takan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa 
untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

b.	 PPh, PPN dan PPnBM, PBB, bea materai, BPHTB, bea masuk, 
dan cukai.

c.	 Mutual agreement procedure (MAP) adalah alternatif bagi wajib 
pajak untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan pema-
jakan berganda. Prosedur ini juga digunakan dalam kasus ketika 
terdapat indikasi bahwa tindakan otoritas negara mitra telah menye-
babkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan perjanjian peng-
hindaran pajak berganda (P3B) atau perselisihan harga transfer.

d.	 Advance pricing agreement (APA) adalah suatu perjanjian yang 
telah dipersiapkan sebelumnya untuk transaksi antara pihak-pihak 
yang memiliki hubungan istimewa. Dengan kata lain, APA meru-
pakan kesepakatan yang disusun sebelumnya antara perusahaan 
multinasional dan satu atau lebih otoritas pajak suatu negara terkait 
dengan penggunaan metode harga transfer. Fokus utamanya adalah 
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BAB VIII
KESADARAN WAJIB PAJAK  

DI INDONESIA

Faktor-Faktor Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks. 
Kualitas layanan publik yang diterima oleh wajib pajak dapat memenga-
ruhi tingkat kesadaran mereka. Semakin baik layanan yang diberikan 
oleh pemerintah termasuk dalam hal pelayanan pajak, semakin tinggi 
kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya 
(Sofianti, 2022).

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting. 
Misalnya, tingkat pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya pemba-
yaran pajak dapat memengaruhi kesadaran wajib pajak. Selanjutnya, tingkat 
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kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem perpajakan juga dapat meme-
ngaruhi tingkat kesadaran wajib pajak. 

Jika wajib pajak merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan akan 
digunakan secara efisien untuk kepentingan masyarakat, mereka cende-
rung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Dalam konteks ini, 
transparansi, akuntabilitas, dan integritas pemerintah dalam mengelola 
pajak memainkan peran krusial.

Menurut Siat (2013: 44—45) beberapa faktor yang berpengaruh terha-
dap kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut.
1.	 Faktor kepatuhan pajak

Kepatuhan pajak bukanlah sekadar ketaatan tanpa sikap kritis. Semakin 
maju suatu masyarakat dan pemerintahannya, semakin tinggi pula 
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak. Namun di sisi lain, 
masyarakat juga cenderung semakin kritis bukan terhadap eksistensi 
pajak sebagai instrumen, melainkan terhadap kebijakan perpajakan 
itu sendiri, seperti tarif, perluasan subjek, dan objek pajak.

Tidak akan pernah ada situasi di mana semua warga memiliki 
kesadaran membayar pajak; selalu akan ada sebagian kecil yang meno-
lak membayar. Sama seperti dalam kasus ketaatan berlalu lintas, meski-
pun mayoritas masyarakat tertib selalu ada beberapa yang melanggar 
hukum. Pelanggaran ini biasanya dikenai sanksi sebagai hukuman.

Namun, secara moral tidak tepat untuk menggeneralisasi bahwa 
orang membayar pajak semata-mata untuk menghindari sanksi atau 
hukuman. Indikator kepatuhan perpajakan bisa dilihat melalui dua hal, 
yaitu pemahaman tentang fungsi pajak dan kesadaran akan kewajiban 
membayar pajak.

2.	 Faktor petugas pajak
Dalam faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran wajib pajak, peran 
petugas pajak sangat penting. Mereka bertanggung jawab untuk mene-
gakkan aturan perpajakan. Harapan akan sikap mereka yang simpatik, 
membantu, mudah dihubungi, dan jujur dapat memengaruhi motivasi 
wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan peraturan 
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